
BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR / f l  TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

M enim bang : a. bahw a u n tu k  m elak san ak an  a m a n a t U ndang-U ndang Nomor
23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  D aerah  sebagaim ana 
telah beberapa  kali d iu b ah  te rak h ir dengan  U ndang-U ndang 
Nomor 6 T ahun  2023 ten tan g  P enetapan  P e ra tu ran  
Pem erin tah  Pengganti U ndang-U ndang Nomor 2 T ahun  2022 
ten tan g  C ipta Kerja m enjadi U ndang- U ndang, Pem erin tah  
K abupaten  Pidie wajib m en y u su n  RKPD.

b. bahw a u n tu k  m ew ujudkan  sinerg isitas a n ta ra  perencanaan , 
penganggaran , p e lak san aan  d an  pengaw asan  p em bangunan  
a n ta r  w ilayah, a n ta r  sek to r p em bangunan  d an  a n ta r  tingkat 
pem erin tahan  se rta  m ew ujudkan  efisiensi a lokasi berbagai 
sum ber daya dalam  p em bangunan  d aerah  yang  d isesua ikan  
dengan perkem bangan  te rb a ru  p ad a  T ah u n  A nggaran 2023;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
pada  h u ru f  a  d an  h u ru f  b, d ipandang  perlu  m enetapkan  
P e ra tu ran  B upati Pidie ten tan g  P e ru b ah an  R encana Kerja 
Pem erin tah  D aerah  (RKPD) K abupaten  Pidie T ahun  2023;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 7 (Drt) T ahun  1956 ten tan g
P em bentukan  D aerah  O tonom  K abupaten -kabupa ten  dalam  
Lingkungan D aerah  Propinsi S um ate ra  U tara  (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  1956 Nomor 58, T am bahan  
Lem baran Negara Nomor 1092);

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ah u n  2004 ten tan g  Sistem  
P erencanaan  P em bangunan  N asional (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor. 104 T ahun  2004);

BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR /B TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 
KABUPATEN PIDIETAHUN 2023 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

BUPATI PIDIE, 

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Pemerintah 
Kabupaten Pidie wajib menyusun RKPD. 

b. bahwa untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat 
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai 
sumber daya dalam pembangunan daerah yang disesuaikan 
dengan perkembangan terbaru pada Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Ort) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1092); 

Menimbang 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Republik Indonesia Nomor. 104 Tahun 2004); 

Sistem 
Negara 

k 

BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR /8 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

BUPATI PIDIE, 

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Pemerintah 
Kabupaten Pidie wajib menyusun RKPD. 

b. bahwa untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat 
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai 
sumber daya dalam pembangunan daerah yang disesuaikan 
dengan perkembangan terbaru pada Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1092); 

Menimbang 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Republik Indonesia Nomor. 104 Tahun 2004); 

Sistem 
Negara 

k 

BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR /fl TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 
KABUPATEN PIDIETAHUN 2023 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

BUPATI PIDIE, 

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Pemerintah 
Kabupaten Pidie wajib menyusun RKPD. 

b. bahwa untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat 
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai 
sumber daya dalam pembangunan daerah yang disesuaikan 
dengan perkembangan terbaru pada Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1092); 

Menimbang 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Republik Indonesia Nomor. 104 Tahun 2004); 

Sistem 
Negara 

k 

BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR /8 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

BUPATI PIDIE, 

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Pemerintah 
Kabupaten Pidie wajib menyusun RKPD. 

b. bahwa untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat 
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai 
sumber daya dalam pembangunan daerah yang disesuaikan 
dengan perkembangan terbaru pada Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Ort) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1092); 

Menimbang 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Republik Indonesia Nomor. 104 Tahun 2004); 

Sistem 
Negara 

k 

BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR /B TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

BUPATI PIDIE, 

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Pemerintah 
Kabupaten Pidie wajib menyusun RKPD. 

b. bahwa untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat 
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai 
sumber daya dalam pembangunan daerah yang disesuaikan 
dengan perkembangan terbaru pada Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1092); 

Menimbang 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Republik Indonesia Nomor. 104 Tahun 2004); 

Sistem 
Negara 

k 



3 . U ndang-Undang Nomor 11 T ahun  2006 ten tang  Pem erintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2006 Nomor 
62; T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
463);

4. U ndang-Undang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  Pem erintahan 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 
Nomor 244 T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaim ana telah beberapa kali d iubah  terakhir 
dengan U ndang-Undang Nomor 6 T ahun  2023 ten tang  
Penetapan Peratu ran  Pem erintah Pengganti U ndang-U ndang 
Nomor 2 T ahun  2022 ten tang  Cipta Kerja m enjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2023 
Nomor 41, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);

5. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2022 ten tan g  H ubungan  
K euangan A ntara  Pem erin tah  P u sa t d an  Pem erin tah  D aerah  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2022 Nomor 4, 
T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6757);

6. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 55 T ahun  2005 ten tan g  D ana 
Perim bangan (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  
2005 Nomor 137, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4575);

7. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 38 T ahun  2007 ten tang  
Pem bagian U ru san  P em erin tahan  A ntara  Pem erin tah , 
Pem erin tahan  D aerah  Provinsi d an  P em erin tahan  D aerah 
K abupaten /K o ta  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  
2007 Nomor 82, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4737).

8. Peraturan  Pem erintah Nomor 12 T ahun  2017 ten tang  Pem binaan 
dan  Pengaw asan Penyelenggaraan Pem erintah D aerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2017 Nomor 73, 
T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 2 T ahun  2018 ten tan g  S tan d ar 
Pelayanan M inimal (Lem baran Negara Republik Indonesta  
T ahun  2018 Nomor 2, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 6178);

10. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 T ahun  2014 ten tang  
P era tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 
ten tang  D esa (Lem baran Negara R epublik Indonesia  T ahun  
2014 Nomor 113, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5539) sebagaim ana teleh d iu b ah  beberapa  
kali te rak h ir dengan  P e ra tu ran  P em erin tah  Nomor 11 T ahun  
2019 ten tan g  P e ru b ah an  K edua A tas P e ra tu ran  Pem erin tah  
Nomor 43 T ahun  2014 ten tan g  P e ra tu ran  P e laksanaan  
U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  D esa 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 4, 
T am bahan  L em baran  Negara Republik Indonesia  Nomor 6321);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
463); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teleh diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);/. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
463); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teleh diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);/. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
463); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teleh diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);/. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
463); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teleh diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);/. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
463); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teleh diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);/. 



11. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 12 T ah u n  2019 ten tang
Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran N egara Republik
Indonesia  T ahun  2019 Nomor 42, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 6322);

12. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 13 T ahun  2019 ten tan g
Laporan d an  E valuasi Penyelenggaraan P em erin tahan  
D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 
Nomor 52, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6323);

13. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 21 T ah u n  2021 ten tang
Penyelenggaraan P ena taan  R uang (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2021 Nomor 31, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6633);

14. P e ra tu ran  Presiden Nomor 59 T ahun  2017 ten tan g  
P e laksanaan  Pencapaian  T u juan  P em bangunan  B erkelan ju tan  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2017 Nomor 
136);

15. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 86 T ahun  2017 
ten tan g  T ata C ara  P erencanaan , Pengendalian  d an  E valuasi 
P em bangunan  D aerah, T ata  C ara  E valuasi R ancangan  
P e ra tu ran  D aerah  T entang R encana P em bangunan  Ja n g k a  
Panjang D aerah  d an  R encana P em bangunan  Ja n g k a  
M enengah D aerah , S erta  T ata C ara  P eru b ah an  R encana 
P em bangunan  Ja n g k a  Pan jang  D aerah , R encana 
Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah , d an  R encana Kerja 
Pem erin tah  D aerah  (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  
2017 Nomor 1312);

20. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 70 T ahun  2019 
ten tang  Sistem  Inform asi Pem erin tah  D aerah  (Berita Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 1114);

21. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 90 T ahun  2019
T entang Klasifikasi, Kodefikasi, d an  N om enklatur P erencanaan  
P em bangunan  d an  K euangan D aerah  (Berita Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2019 Nomor 1447);

22. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 18 T ahun  2020
ten tan g  P e ra tu ran  P e laksanaan  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 
13 T ahun  2019 ten tan g  Laporan D an E valuasi 
Penyelenggaraan P em erin tahan  D aerah  (Berita Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 288);

23. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 77 T ahun  2020
ten tang  Pedom an Teknis Pengelolaan K euangan D aerah  (Berita 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 1781);

24. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 59 T ahun  2021
ten tang  P enerapan  S tan d ar Pelayanan M inimal (Berita Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2021 Nomor 1419);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); /.., 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); /... 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); /... 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); /... 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); /... 



25. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 81 ta h u n  2022 ten tang  
Pedom an P eny u su n an  R encana Kerja P em erin tah  D aerah  
T ahun  2023 (Berita N egara Republik Indonesia  T ahun  2022 

Nomor 590);

26. P e ra tu ran  M enteri K euangan Nomor 62 /P M K .02 /2023  ten tan g  
P erencanaan  A nggaran, P e laksanaan  A nggaran, S erta  
A kuntansi d an  Pelaporan K euangan;

27. Q anun  Aceh Nomor 2 T ahun  2008 ten tan g  T ata  ca ra  
Pengalokasian T am bahan  D ana Bagi Hasil M inyak d an  G as 
Bum i d an  Penggunaan  D ana O tonom i K husus (Lem baran 
D aerah Nanggroe Aceh D arussa lam  T ahun  2008 Nomor 12, 
T am bahan  L em baran D aerah  Nanggroe Aceh D arussa lam  
Nomor 12) sebagaim ana telah  d iubah  beberapa  kali te rak h ir 
dengan Q anun  Aceh Nomor 1 T ahun  2018 ten tan g  P eru b ah an  
Ketiga A tas Q anun  Aceh Nomor 2 T ahun  2008 ten tan g  T ata  
cara Pengalokasian T am bahan  D ana Bagi Hasil M inyak dan  
G as Bum i d an  Penggunaan  D ana O tonom i K husus (Lem baran 
Aceh T ahun  2018  Nomor 7, T am bahan  L em baran Aceh Nomor 
102) ;

28. Q anun  K abupaten  Pidie Nomor 5 T ahun  2016 ten tan g
P em bentukan  d an  S u su n a n  Perangkat D aerah  K abupaten  
Pidie (Lem baran K abupaten  Pidie T ahun  2016  Nomor 
05 ,T am bahan  L em baran K abupaten  Pidie Nomor 94) 
sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan Q anun  K abupaten  Pidie 
Nomor 4 T ahun  2020 ten tan g  P eru b ah an  A tas Q anun  
K abupaten  Pidie Nomor 5 T ahun  2016 ten tan g  P em ben tukan  
dan  S u su n a n  P erangkat D aerah  K abupaten  Pidie (Lem baran 
K abupaten  Pidie T ahun  2020 Nomor 04, T am bahan  L em baran 
K abupaten  Pidie Nomor 102);

29. Q anun  K abupaten  Pidie Nomor 6 T ahun  2019 ten tan g
Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran K abupaten  Pidie 
T ahun  2019 Nomor 06, T am bahan  L em baran K abupaten  Pidie 
Nomor 101);

30. P e ra tu ran  B upati Pidie Nomor 24 T ahun  2022 ten tan g
R encana Kerja Pem erin tah  D aerah  (RKPD) K abupaten  Pidie 
T ahun  2023;

35. P e ra tu ran  B upati Pidie Nomor 8 T ahun  2022 T entang  R encana 
Pem bangunan  D aerah (RPD) K abupaten  Pidie T ahun  2023- 
2026;

MEMUTUSKAN :

M enetapkan PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PIDIE 
TAHUN 2023.

Menetapkan 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 590); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang 
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 

27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran 
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata 
cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan 
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran 
Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
102); 

28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 
05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun 
Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran 
Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Pidie Nomor 102); 

29. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie 
Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie 
Nomor 101); 

30. Peraturan Bupati Pidie Nomor 24 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie 
Tahun 2023; 

35. Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana 
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023 
2026; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PIDIE 
TAHUN 2023. /.. 

Menetapkan 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 590); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang 
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 

27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Tata cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 
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Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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35. Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana 
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PIDIE 
TAHUN 2023. " 
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dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 ten tang Perubahan 
Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata 
cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan 
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran 
Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
102); 

28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 
05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PIDIE 
TAHUN 2023. " 



Pasal 1

(1) P erubahan  R encana Kerja Pem erin tah  D aerah  K abupaten  
Pidie T ahun  2023, yang se lan ju tnya  d iseb u t P-RKPD 
K abupaten  Pidie T ahun  2023 ad a lah  p e ru b a h a n  D okum en 
P erencanaan  D aerah  u n tu k  ta h u n  2023 yang d im ulai pad a  
triw ulan  II d an  berakh ir pad a  triw ulan  IV;

(2) P-RKPD K abupaten  Pidie T ahun  2023 m eru p ak an  
p en jabaran  dari R encana P em bangunan  D aerah  (RPD) 
K abupaten  Pidie ta h u n  2023-2026 d an  m engacu pad a  
R encana Kerja Pem erin tah  Aceh (RKPA) T ahun  2023 d an  
R encana Kerja Pem erin tah  (RKP) T ahun  2023.

(3) U raian P e ru b ah an  R encana Kerja P em erin tah  D aerah  
K abupaten  Pidie T ahun  2023 sebagaim ana  te rtu an g  dalam  
lam piran  m eru p ak an  bagian yang tidak  te rp isah k an  dari 
p e ra tu ran  ini.

Pasal 2

(1) P-RKPD K abupaten  Pidie T ahun  2023 m em uat ran can g an  
p e ru b ah an  kerangka ekonom i daerah , p rio ritas 
pem bangunan  dan  kew ajiban daerah , p rio ritas 
pem bangunan  d an  kew ajiban daerah , ren can a  kerja  yang 
te ru k u r dan  p en d an aan n y a  baik  yang d ilak san ak an  
langsung  oleh pem erin tah  d a ra h  m au p u n  d item puh  dengan 
m endorong partis ipasi m asyarakat;

(2) P-RKPD K abupaten  Pidie sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 
(1) m enjadi:

a. Pedom an bagi S a tu an  Kerja Perangkat K abupaten (SKPK) 
dalam  m enyusun  R encana Keija dan  Anggaran P erubahan  
S a tu an  Kerja Perangkat K abupaten T ahun  2023;

b. A cuan bagi Pem erintah K abupaten Pidie dalam  m enyusun  
R ancangan Kebijakan Um um  P erubahan  A nggaran se rta  
P erubahan  Prioritas dan  Plafon Anggaran S em entara  
(KUPA dan  P-PPAS) K abupaten Pidie T ahun  Anggaran 
2023;

c. Pedom an bagi Pem erintah K abupaten Pidie dalam  
m enyusun  R ancangan P erubahan  Anggaran Pendapatan  
dan  Belanja K abupaten (RPAPBK) T ahun  2023.

Pasal 3

(1) D alam  ran g k a  p e n y u su n a n  R an can g an  P e ru b ah a n  
APBK T ah u n  2023  P em erin tah  K ab u p a ten  Pidie 
m en g g u n ak an  P-RKPD K ab u p a ten  Pidie T ah u n  2023 
sebagai b a h a n  p e m b a h a sa n  K ebijakan U m um  
P e ru b a h a n  A nggaran  se r ta  P e ru b a h a n  P rio ritas d an  
Plafon A nggaran T ah u n  2023  d engan  D ew an Perw akilan  
R akyat K ab u p a ten  Pidie.

Pasal 1 

( 1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pidie Tahun 2023, yang selanjutnya disebut P-RKPD 
Kabupaten Pidie Tahun 2023 adalah perubahan Dokumen 
Perencanaan Daerah untuk tahun 2023 yang dimulai pada 
triwulan II dan berakhir pada triwulan IV; 

(2) P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 merupakan 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 
Kabupaten Pidie tahun 2023-2026 dan mengacu pada 
Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 dan 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. 

(3) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pidie Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam 
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan ini. 

Pasal 2 

(1) P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 memuat rancangan 
perubahan kerangka ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan dan kewajiban daerah, prioritas 
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang 
terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah darah maupun ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat; 

(2) P-RKPD Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi: 
a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) 

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2023; 

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyusun 
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(KUPA dan P-PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 
2023; 

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam 
menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun 2023. 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan 
APBK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pidie 
menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum 
Perubahan Anggaran serta Perubahan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Pidie. t 

Pasal 1 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Perencanaan Daerah untuk tahun 2023 yang dimulai pada 
triwulan II dan berakhir pada triwulan IV; 

(2) P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 merupakan 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 
Kabupaten Pidie tahun 2023-2026 dan mengacu pada 
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(KUPA dan P-PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 
2023; 

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam 
menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun 2023. 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan 
APBK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pidie 
menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum 
Perubahan Anggaran serta Perubahan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Pidie. t 

Pasal 1 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pidie Tahun 2023, yang selanjutnya disebut P-RKPD 
Kabupaten Pidie Tahun 2023 adalah perubahan Dokumen 
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Pasal 2 
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(1) menjadi: 
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Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(KUPA dan P-PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 
2023; 

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam 
menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun 2023. 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan 
APBK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pidie 
menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum 
Perubahan Anggaran serta Perubahan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Pidie. t 

Pasal 1 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pidie Tahun 2023, yang selanjutnya disebut P-RKPD 
Kabupaten Pidie Tahun 2023 adalah perubahan Dokumen 
Perencanaan Daerah untuk tahun 2023 yang dimulai pada 
triwulan II dan berakhir pada triwulan IV; 

(2) P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 merupakan 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 
Kabupaten Pidie tahun 2023-2026 dan mengacu pada 
Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 dan 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. 

(3) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pidie Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam 
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan ini. 

Pasal 2 

(1) P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 memuat rancangan 
perubahan kerangka ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan dan kewajiban daerah, prioritas 
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang 
terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah darah maupun ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat; 

(2) P-RKPD Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi: 
a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) 

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2023; 

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyusun 
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(KUPA dan P-PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 
2023; 

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam 
menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun 2023. 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan 
APBK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pidie 
menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum 
Perubahan Anggaran serta Perubahan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Pidie. t 



(2) SKPK m enggunakan  P-RKPD K abupaten  Pidie T ahun  
2023 dalam  m elakukan  p em b ah asan  R encana Keija dan  
A nggaran P e ru b ah an  S a tu an  Kerja P erangkat K abupaten  
T ahun  2023 dengan  Dewan Perw akilan R akyat 
K abupaten  Pidie.

Pasal 4

(1) D alam  ha l te rjad i p e rg ese ran  a su m si y ang  m elan d asi 
p e n y u su n a n  R-RKPD K ab u p aten  Pidie T ah u n  2023  yang  
d iak ib a tk a n  oleh a d an y a  keb ijak an  p em erin tah , d a p a t 
d ila k u k a n  p e n a m b a h a n  d an  a ta u  p e n g u ra n g a n  program  
d a n  k eg ia tan  se r ta  pagu  an g g aran  in d ik a tif  ap ab ila  
be lum  te r tam p u n g  da lam  P e ra tu ra n  B upa ti ini.

(2) P enam bahan  d an  a ta u  pengurangan  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) d a p a t d ilak san ak an  ketika  proses 
p em b ah asan  K ebijakan U m um  P eru b ah an  A nggaran 
(KUPA) T ahun  2023 d ilakukan , dengan  ta n p a  m elakukan  
p e ru b ah an  pad a  P e ra tu ran  B upati ini.

Pasal 5

P era tu ran  ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .
Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  
pengundangan  P e ra tu ran  B upati ini dengan  penem patannya  
dalam  B erita D aerah  K abupaten  Pidie.

D itetapkan  di : Sigli
Pada Tanggal : A gustus 2023 M

/ Z  Safar 1445 H

D iundangkan  di : Sigli
P ada Tanggal : 2-g? A gustus 2023 M

/2- Safar 1445 H
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(2) SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 
2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Pidie. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi 
penyusunan R-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 yang 
diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, dapat 
dilakukan penambahan dan atau pengurangan program 
dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila 
belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan ketika proses 
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
(KUPA) Tahun 2023 dilakukan, dengan tanpa melakukan 
perubahan pada Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Pidie. 

Ditetapkan di : Sigli 
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023M 

12 Safar 1445 H 

PP. BUPAT1 PIDIE, 

Cw 
;;k,w AHYUDI ADISISWANTO 

Diundangkan di : Sigli 
Pada Tanggal 2 Agustus 

l2 Safar 

J Plt. SEKRETARIS DAERAH 
l KABUPATEN PIDIE, 

2023 M 
1445 H 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR )% 

(2) SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 
2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Pidie. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi 
penyusunan R-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 yang 
diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, dapat 
dilakukan penambahan dan atau pengurangan program 
dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila 
belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan ketika proses 
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
(KUPA) Tahun 2023 dilakukan, dengan tanpa melakukan 
perubahan pada Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie. 

Ditetapkan di : Sigli 
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023M 

/ 2- Safar 1445 H 

PP. BUPATI PIDIE, 

Cw 
�WAHYUDI ADISISWANTO 

Diundangkan di : Sigli 
Pada Tanggal 2 Agustus 

l2 Safar 

J Plt. SEKRETARIS DAERAH 
l KABUPATEN PIDIE, 

2023 M 
1445 H 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR )6 

(2) SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 
2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Pidie. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi 
penyusunan R-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 yang 
diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, dapat 
dilakukan penambahan dan atau pengurangan program 
dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila 
belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan ketika proses 
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
(KUPA) Tahun 2023 dilakukan, dengan tanpa melakukan 
perubahan pada Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie. 

Ditetapkan di : Sigli 
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023M 

/ 2- Safar 1445 H 

PP. BUPATI PIDIE, 

Cw 
�WAHYUDI ADISISWANTO 

Diundangkan di : Sigli 
Pada Tanggal 2 Agustus 

l2 Safar 

J Plt. SEKRETARIS DAERAH 
l KABUPATEN PIDIE, 

2023 M 
1445 H 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR )6 

(2) SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 
2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Pidie. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi 
penyusunan R-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 yang 
diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, dapat 
dilakukan penambahan dan atau pengurangan program 
dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila 
belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan ketika proses 
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
(KUPA) Tahun 2023 dilakukan, dengan tanpa melakukan 
perubahan pada Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie. 

Ditetapkan di : Sigli 
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023M 

/ 2- Safar 1445 H 

PP. BUPATI PIDIE, 

Cw 
�WAHYUDI ADISISWANTO 

Diundangkan di : Sigli 
Pada Tanggal 2 Agustus 

l2 Safar 

J Plt. SEKRETARIS DAERAH 
l KABUPATEN PIDIE, 

2023 M 
1445 H 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR )6 

(2) SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 
2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
Tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Pidie. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi 
penyusunan R-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023 yang 
diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, dapat 
dilakukan penambahan dan atau pengurangan program 
dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila 
belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan ketika proses 
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
(KUPA) Tahun 2023 dilakukan, dengan tanpa melakukan 
perubahan pada Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie. 

Ditetapkan di : Sigli 
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023M 

/ 2- Safar 1445 H 

PP. BUPATI PIDIE, 

Cw 
�WAHYUDI ADISISWANTO 

Diundangkan di : Sigli 
Pada Tanggal 2 Agustus 

l2 Safar 

J Plt. SEKRETARIS DAERAH 
l KABUPATEN PIDIE, 

2023 M 
1445 H 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR )6 


